PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING iLIR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

POKOK-POKOK PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

;. a. bahwa pemerintah daerah wajib menciptakan ikiim berusaha di

daerah yang kondusif, agar pengembangan perekonomian daerah
dapat berkembang dengan baik dan terkendali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok
Pengembangan Ekonomi Daeran;

. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Ran nadnnacia Tahun 1990 P\lnmnr ’2’2 Tcmhohar\ Lerpuu‘u“
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Negara Nomor 3812);

Undang-Undang R! Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menetapkan :

dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG POKOK-POKOK PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering llir:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah;

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Hir;
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

Pengembangan ekonomi daerah adalah berbagai langkah yang dilakukan oien
pemerintah daerah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang
dengan cara mengundang Kkegiatan-kegiatan ekonomi baru, meluaskan dan
mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dengan baik, dan atau
mendorong upaya-upaya uituk memuiai kegiatan ekonomi yang diperuntungkan
bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

UKM adalah Usaha Kecil Menengah

PMA adalah Penanam Modal Asing

PMDN adalah Penanam Modai Dalam Negeri

BAB il
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Asas

Demokrasi Ekonomi
Pembangunan Berkelanjutan
Pemerataan

Keadilan

Efisiensi

Kepastian Hukum

Tujuan dan Sasaran
Pasal 3



Tujuan dan Sasaran Pokok-pokok Pengembangain Ekonomi Daerah adatah :

1. Mendorong pertumbuh n ekonomi untuk mencapai ke:ejahteraan rakyat

2. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembanguinan antar dasrah dan antar sub-
daerah serta warga masyarakat (pemerataan keadilan)
3. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
4. Menciptakan atau menambah lapangan kerja
5. Meningkatkan pendapatan dan Kesejahteraan masyarakat daerah, dan
6. Memberdayakan sumber daya insani dan sumber daya alam sekaliagus
mempertahankan atau menjaga kelestariannya agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi mendatang secara berkelanjutan.
Fungsi
Pasal 4
Fungsi Pokok-pokok Pengembangan Ekonomi Daerah adaiah :
1. Sebagai landasan dan arahan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi

daerah jangka menengah dan panjang

2. Sebagai pedoman pengembangan potensi daerah.

BAB iii
STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Pasal 5

(1) Pengembangan ekonomi daerah ditetapkan atas dasar potensi geo-ekonomi

(2) Penetapan kawasan ekonomi meliputi : Pengembangan sector kelautan dan
Perikanan, pengembangan industri pengolahan bahan mentah sebagai pendukung
perkebunan kelapa sawit dan karet, pengembangan industri jasa dan perdagangan;
dan perluasan perkebunan kelapa sawit dan karet

Pasal 6

Pengaturan kawasan pengembangan ekonomi sebagai dasar untuk menyusun Rencana
Umum Tata Ruang (RTUR).

Pasal 7

Pengembangan ekonomi daerah melibatkan peran pemerintah daerah, swasta dan

peran serta masyarakat.



1) Peran pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk penyertaan modal daerah dan
) peiy

perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah
(2) Penyertaan modal dan perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah diatur
dalam Peraturan Daerah.
rasai 9

(1) Peran swasta dilakukan dalam bentuk penanaman modail di daerah, penyertaan
modal dalam perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah, dan pendirian
bidang usaha di daerah.

(2) Pemerintah daerah memberi kemudahan perijinan dan insentif lainnya kepada
swasta yang menanaimkan modalnya di daerah yang sesuai dengan rencana
pengembangan ekonomi daerah.

(3) Jaminan kemudahan tersebut pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah

(1) Peran swasta dilakukan dalam bentuk penyertaan dana melalui badan hukum usaha
kecil dan menengah (UKM)

(2) Bentuk UKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik
perorangan maupun dalam bentuk lembaga usaha koperasi

(3) Pemerintah daerah memberikan kemudahan perijinan dan insentif untuk penguatan

usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pengembangan UKM, Pemerintah Daerah menyediakan :

a. Pusat data informasi dan bisnis daerah

b. Memfasilitasi kemitraan UKM dengan PMA, PMDN dan Perbankan
&

Mempasilitasi promosi produk-produk UKM

a

Memperkuat peran UKM sebagai salah satu supplier barang dan jasa bag

pemerintah

(1) Untuk mengundang peran swasta dalam penanaman modal di daerah Pemerintah

Daerah mengambil kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
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(2) Dalam mengambil kebijakain sebagai dimaksud ayat (1) mengutamakan :

o

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

Memperluat dan memajukan ekonomi rakyat

o

o

Menyerap tenaga kerja daerah

Pemberdayaan masyarakat

a

e. Kelestarian lingkungan

(1) Guna pencapaian maksud pengempangan exkonomi daerah pemerintah daerah
melakukan kerjasama pengembangan ekonomi melalui kerjasama dengan daerah

lain dalam provinsi atau di iuar provinsi.

(2) Kerjasama antar daerah dilandasi prinsip kesetaraan, keadilan, saling
ketergantungan, dan saling menguntungkan. :

Pasal 14
Untuk memajukan ekonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama
dengan Negara lain dan atau lembaga-lembaga resmi dunia lainnya.

rasai 15

(1) Peningkatan sumberdaya manusia dipersiapkan untuk mendukung pengembangan
ekonomi daerah

(2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya
manusia sebagaimana pada ayat (1) melalui Balai Latihan Kerja atau diklat
fungsional

(3) Pemerintah Daerah wajib menggali potensi daerah untuk meningkatkan ekonomi
daerah

(4) Dalam melaksanakan kewajibannya Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama
dengan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (PLSM)
atau perusahaan yang memeriukan.

BAB IV
SARANA PENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Pasai 16
Pembangunan infra struktur pendukung disesuaikan dengan rencana pengembangan
ekonomi daerah

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Fasai 17
Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinva. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering lir.

Ditetapkan di Kayuangung

pada tanggal 22 Oktober 2007

BUPATI OGAN NG ILIR

H. ISHAK
Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 23 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOME (G iLIR

/
H. M. AMIN JALALEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING iLIR TAHUN 2007 NOMOR
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